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KEPUTESAN
KREPALA DINAS PENDIDIKAN DAN REBUDAYAAN
KRABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 642.2/ 991 A kep/Dikbud/2015

TENTANG

Pembenan [un Operasional Kepada SMK Industri Logam Kecamatan Situraja Kabupaten
Sumedang Tahun Pelajaran 2015 2016,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang - a Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masvarakat,
dan Pemerintah:

b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masvarakat dalam
pelaksanaan  Pemerataan Pendidikan, SMK  Industri Logam
Rabupaten Sumedang telah berjalan sebagaimana mestinya  di
Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang;

¢. Bahwa semua persyaratan untuk ljin Operasional dan pembukaan
Sekolah tersebut di atas telah dipenuhi,

d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk
membina kegiatan di Bidang Pendidikan di Lingkungan Kabupaten
Sumedang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Dan  Kebudavaan Kabupaten Sumedang tentang
Pemberian ljin Operasional Kepada SMK Industri Logam Kabupaten
Sumedang untuk berjalan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Industri Logam Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang mulay
tahun pelajaran 20152016

Mengingat - 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53587).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

56015,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4496):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemenntah. Pemerintahan Daerah

Provins;, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten'Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan

| embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun
2008 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863 ).
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Peraturan Pemenntah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penandaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2008
Nomaor 91, Tambahan Lembaran Negara Repubbik Indonesia Nomor
A864);

Pernturan Pemerimtah Nomor 17 Tahun 2010 1entang Pengelolaan
dan  Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan [embaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 5105), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomar 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas
Peraturan Pemermtah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelengparaan Pendidikan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/1/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah:

. Peraturan Menter1 Pendidikan Masional Nomor 23 Tahun 2006

tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007

tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawivah (SMP/Mts), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah (SMA/MA ),

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2007

tentang Standar Pengelolaan Pendidikan aleh Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008

tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah
Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK MAK);

_Peraturan Menteri Pendidikan MNasional Nomor 52 Tahun 2008

tentang Kriteria dan Peringkat Akreditasi Sekolah Mengah Atas
Madrasah Aliyvah (SMA/MA);

. Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2009

tentang Krnteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMK/MAK ).

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

tentang pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendinian, Perubahan dan Penutupan Satuan
pendidikan Dasar dan Menengah,

. Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Dacrah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat { Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor ¥ Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46).

. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang

Pelimpahan sebagian wewenangan Bupati pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang.



MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Kegmpat

Tembusan :

L bd —

L A

MEMUTUSKAN

Pemberian ljin Operasional kepada SMK Industri Logam untuk berjalan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Industri Logam Kabupaten
Sumedang mulai tahun pelajaran 20152016,

Menugaskan kepada kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas
Pendidikan  Dan  Kebudayaan Kabupaten Sumedang untuk
melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah
tersebut pada diktum pertama;

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan
diatur dalam keputusan tersendin,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan dengan catatan
bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkandi - SUMEDANG
Pada Tanggal :© 4 Maret 2015

KEPALA DI¥ASTENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

) */
Drs: L EENUHENDRAW AN, MMLPd
A Pembina Utama Muda

NIP. 19590417 198003 1 006

Yth Bupati Sumedang,

Yth. Ketua DPRD) Kabupaten Sumedang,

Yth. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumedang;
Yih, Sekretans Dacrah Kabupaten Sumedang

Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sumedany:
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